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BAB. I	PENDAHULUAN
A. Pengantar.


Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 huruf a disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan	Laporan	Keterangan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir anggaran kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK).
Bersama ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan serta dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka Lurah Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan kalurahan berdasarkan kewenangan kalurahan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.
Adapun dalam pelaksanaan kegiatan baik pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan atasan sudah kami laksanakan dengan semaksimal mungkin, demikian pula dalam
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bidang pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah atasan dan warga masyarakat, itu semua berkat kerjasama Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Kelembagaan dan Masyarakat.
Pelaksanaan  tugas  yang	tidak dapat dipisahkan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kalurahan adalah sebagai pemerintah terendah dan sebagai ujung tombak, maka kedudukan Pemerintah Kalurahan perlu diperkuat. Oleh sebab itu senantiasa diperlukan bimbingan, sehingga Pemerintah Kalurahan dapat memacu berhasilnya program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,	pemberdayaan		masyarakat	maupun penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
Dengan ini kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dapat ditelaah bersama, seberapa jauh gerak kemajuan Kalurahan Hargorejo dan memperoleh solusi untuk dapat mengatasi kesulitan maupun hambatan yang timbul dari tahun ke tahun.

A. Dasar Hukum.


1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah- daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah	Kabupaten	di	Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia

Nomor 201/ PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;

28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;

39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
41. Peraturan Bersama Lurah Hargomulyo, Lurah Hargorejo, Lurah Hargowilis, Lurah Kalirejo dan Lurah Hargotirto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerjasama Antar Kalurahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan;
42. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
43. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan atas Layanan Obyek Wisata Desa;
44. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Larangan Membuang Sampah di Sungai;
45. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo;
46. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
47. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo;
48. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
49. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Desa

Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Hargorejo;
50. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027;
51. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Hari Jadi Kalurahan Hargorejo;
52. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2023;
53. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri;
54. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2023;
55. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
56. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Lurah Hargorejo Nomor
2 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2023; dan
57. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

B. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis
Peta Kalurahan Hargorejo
[image: ]

Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kalurahan dari 87 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat.
Batas Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
Timur : Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih Barat  : Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap dan
Kalurahan Kulur, Kapanewon Temon
Utara : Kalurahan Hargowilis dan Kalirejo, Kapanewon Kokap
Selatan : Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih.

Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 500 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :
a. Bagian Utara
Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 251 – 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Pandu, Tejogan dan Padukuhan Sangkrek. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.
b. Bagian Tengah
Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 51 – 250 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Selo Timur, Selo Barat, Anjir, Penggung dan Kliripan , wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.
c. Bagian Selatan
Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 50 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Kriyan, Krengseng, Ngulakan dan Padukuhan Sindon.

Luas	wilayah	Kalurahan	Hargorejo	Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo adalah 1.543 hektar.
Secara administratif terbagi menjadi 16 Padukuhan yang terdiri dari :
1. Padukuhan Gunung Kukusan;
2. Padukuhan Gunung Rego;
3. Padukuhan Ngaseman;
4. Padukuhan Sambeng;

5. Padukuhan Sangkrek;
6. Padukuhan Tejogan;
7. Padukuhan Selo Barat;
8. Padukuhan Selo Timur;
9. Padukuhan Kliripan;
10. Padukuhan Penggung
11. Padukuhan Pandu;
12. Padukuhan Anjir;
13. Padukuhan Krengseng;
14. Padukuhan Sindon;
15. Padukuhan Ngulakan; dan
16. Padukuhan Kriyan.


Penggunaan tanah di Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, meliputi:
	1) Tanah sawah
	: 24,64 Ha

	2) Tanah kering
	: 60,32 Ha

	3) Bangunan
	: 740,16 Ha

	4) Hutan Rakyat
	: 390,00 Ha

	5) Hutan Negara
	: 245,86 Ha

	6) Lainnya
	: 82,47 Ha


Luas Wilayah Menurut
Pemanfaatannya
5%2%4%
16%
25%	48%
Tanah sawah
Tanah Kering Bangunan Hutan Rakyat
Hutan Negara


Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Pemanfaatan Tanah Kalurahan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa seluas kurang lebih 435.823 m2, dengan rincian:
1) Tanah Kas Desa	: 160.401 m2
2) Tanah Bengkok / Pelungguh	: 233.995 m2
3) Tanah Pengarem-arem	:	41.427 m2 Tanah Kalurahan yang dilepaskan seluas kurang lebih 400 m2Pemanfaatan Tanah Kalurahan
9%
Tanah Kas Desa
37%
Tanah Bengkok /
Pelungguh
54%
Tanah Pengarem-
arem


(sumber dari lampiran Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Hargorejo)

Tanah lain yang dikelola Pemerintah Kalurahan yaitu Tanah Sultan Ground (SG)
Yaitu sejumlah	: 254,4108 Ha Yang pemanfaatannya untuk :
1) Masyarakat	: 2,38 Ha
2) Kalurahan	: 0,99 Ha
3) Gereja	: 0,37 Ha
4) Kuburan	: 3,77 Ha
5) Kantor SKPD	: 0,3 Ha
6) Pasar Kalurahan	: 0,19 Ha
7) Hutan Negara	: 243, 89 Ha
8) Kebun Buah Kalurahan	: 2,03 Ha

9) Lapangan Kalurahan	: 0,49 Ha
10) Gedung Balai Padukuhan	: 0,13 Ha


2. Gambaran Umum Demografis.
Adapun Jumlah Penduduk Kalurahan Hargorejo di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Jumlah penduduk
	
	

	Laki-laki
	4.727
	jiwa

	Perempuan
	4.861
	jiwa

	Total
	9.588
	jiwa

	Jumlah KK
	3.469
	KK



Sumber	:	Profil	Kalurahan	Tahun	2023
(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)
Dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

	Jenis Pendidikan/ Jenis Kelamin
	
L
	
P
	
L+P

	Belum sekolah
	725
	811
	1.536

	Belum tamat SD
	402
	413
	815

	Tamat SD
	926
	1.129
	2.055

	Tamat SLTP
	940
	950
	1.890

	Tamat SLTA
	1.526
	1.268
	2.794

	D1/ D2
	28
	24
	52

	D3
	46
	69
	115

	S1
	124
	192
	316

	S2
	9
	5
	14

	S3
	1
	0
	1

	JUMLAH
	4.727
	4.861
	9.588



Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

3. Kondisi Ekonomi
Pada umumnya perekonomian di Kalurahan Hargorejo didukung oleh
5 aspek. Jika kelima aspek mengalami kendala, maka akan ada penurunan ekonomi masyarakat di desa. Berikut ini kelima sektor tersebut beserta penjelasannya.
1) Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian adalah bidang utama yang menjadi mata pencarian penduduk di Kalurahan Hargorejo. sector ini memberi peranan vital sebagai pertahanan pangan di Hargorejo.
Komoditas yang dihasilkan di Hargorejo sebagai berikut:

	Potensi
	Lokasi
	Keterangan

	Padi: Jagung
	Kriyan, Ngulakan
	Bulak sawah

	Sayuran
	Potensi pekarangan
	KWT se-Hargorejo

	Ketela, umbian
	umbi-
	Gunung Kukusan, Gunung	Rego, Sangkrek, Sambeng,
tejogan, Ngaseman
	Perbukitan Menoreh

	Tanaman		buah: pisang,	alpukat,
salak, manga
	Tersebar padukuhan
	di
	16
	

	Tanaman
empon
	empon-
	Tersebar
padukuhan
	di
	16
	



Potensi di bidang perkebunan juga menopang perekonomian di Hargorejo yaitu jenis tanaman keras seperti kelapa, jati, sengon laut,  dan jenis tanaman keras kehutanan lainnya.

2) Sektor Peternakan dan Perikanan

Selain bergantung pada sector pertanian, masyarakat juga bergantung pada sector peternakan, baik itu yang bersifat konvensional  dan  rumahan  maupun  bersifat  produksi  melalui
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kandang komunal. Beberapa binatang ternak di kalurahan seperti kambing, sapi, ayam, bebek dan beberapa jenis perikanan. Sector perikanan berkembang melalui kelompok maupun mandiri di rumah. Hargorejo memiliki potensi Pokdakan dan Poklahsar di bawah binaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

3) Sektor Industri Kreatif

Industry kreatif juga menjadi pendapatan masyarakat desa. Industry ini biasanya menghasilkan sebuah karya kerajinan tangan. Contoh komuditas ini adalah kriya kayu, tas, mebeler, aneka kerajinan tangan lainnya. Industry pengolah pangan banyak berkembang di Hargorejo di bawah naungan pelaku usaha mikro kecil. Industry kreatif tersebut juga menyokong sector pariwisata local.

4) Sektor Pariwisata
Belum menjadi mata pencarian utama masyarakat Hargorejo, namun sudah terlihat geliatnya melalui pertumbuhan beberapa rintisan destinasi wisata seperti Mengger Omah Kinjeng di Gunung Kukusan, Wisata oleh-oleh di Pengggung, Wisata budaya di Sindon, Gunung Rego dan Kliripan,serta rintisan wisata edukasi eks-Tambang mangan Kliripan.

5) Sector pertambangan
Meskipun sector pertambangan dikuasi oleh swasta seperti tambang batu andesit di Gunung Rego dan Gunung Kukusan, namun masyarakat sekitar yang menjadi tenaga kerja menopangkan hidupnya dari usaha ini. Selain galian C, juga berkembang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) melalui koperasi yang bergerak dalam pengolahan emas bebas merkuri di Padukuhan Sangkrek dan Gunung Kukusan.

Itulah 5 sektor yang ada di Kalurahan Hargorejo. Kondisi ekonomi tersebut juga dipengaruhi banyak factor. Adapun 5 faktor tersebut antara lain:
1) Sumber Daya Alam yang ada: semakin kaya sumber daya alam semakin baik perekonomian masyarakat;
2) Regulasi dari Pemerintah: masyarakat mengharapkan sebuah kebijakan yang menguntungkan masyarakat desa seperti subsidi pupuk, bantuan bibit danbenih, dan sebagainya.
3) Jumlah penduduk: masyarakat di desa umumnya memiliki lebih banyak anak dibanding di kota.
4) Tingkat pendidikan masyarakat: tingkat pendidikan mempengaruhi pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga semakin baik tingkat pendidikan masyarakat desa maka perekonomian akan mudah maju.
5) Adat istiadat: masyarakat Hargorejo mendukung kerja keras sebagai kebiasaan yang berkembang di masyarakatnya. Namun pola piker masyarakat yang lebih suka disebut miskin mempengaruhi pula pertumbuhan ekonomi.
*) informasi disarikan dari Profil Desa Hargorejo Tahun 2023


BUMDesa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo
Kalurahan Hargorejo mendirikan BUMDesa Binangun Makmur Mandiri berdasar Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2022 yang merupakan transformasi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kemudian menjadi Perumdes Makmur Mandiri. Usaha awal berupa unit keuangan yang melayani peminjaman dana kepada masyarakat. Tahun 2018 dibentuk usaha baru yaitu persewaan lapangan futsal dan disusul usaha Laku pandai BRILink.
Tahun 2022 BUMDesa mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor AHU-03412.AH.01.33 tertanggal 18 April 2022 dan mengalami pergantian  pengelola.  Tahun  2023  berdasar  Keputusan  Lurah

Hargorejo Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 jabatan Direktur dipegang oleh Heri Sudaryanto.
Adapun analisa permasalahan yang terjadi dalam BUMdes adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia: BUMdes perlu mereformasi tata kelola BUMdes, system kerja dan manajemen dalam internal pengelola.
2. Liabilitas dan biaya terlalu besar.
3. Nilai Non performing Loan (NPL) Usaha keuangan terlalu tinggi.

4. Data Aparatur Pemerintah Kalurahan dan BPK (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

A. Data Lurah dan Pamong Hargorejo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan telah ditetapkan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo
Data Lurah dan pamong sebagai berikut:

	
No.
	
Nama Lengkap
	
Jabatan
	
Pendi dikan
	Tempat Tanggal Lahir
	Surat Pengangkatan Nomor

	

1.
	
Bhekti Murdayanto, S.E.
	Lurah
(TMT 30
November 2021)
	

S1
	Kulon Progo, 07-06-1967
	SK	Bupati	No. 475/A/2021

	2.
	Siti Nura’ eni
	Carik
	SMK
	Kulon Progo, 26-02-1989
	SK Kades No. 27 Tahun 2015

	3.
	Aprillia Ayu Saputri, S.H.
	Danarta
	S1
	Batam, 03-04-1993
	SK Kades No. 11 Tahun 2017



	
No.
	
Nama Lengkap
	
Jabatan
	
Pendi dikan
	Tempat Tanggal Lahir
	Surat Pengangkatan Nomor

	4.
	Suripno Budi Waluyo
	Panata Laksana sarta Pangripto
	D3
	Kulon Progo, 29-07-1968
	SK Kades No. 4 Tahun 2009

	5.
	Suharyoto
	Jagabaya
	SLTA
	Kulon Progo, 28-01-1976
	SK Kades No. 12 tahun 2005

	
6.
	Savira Dwi Cahyani,S.Pd,I.M M.
	
Ulu-Ulu
	
S1
	
Sampang, 04-03-1983
	
SK Kades No. 13 tahun 2013

	7.
	Sukarma
	Kamituwa
	SLTA
	Kulon Progo, 10-04-1965
	04/KPTS/141/19
91

	8.
	Hartono
	Staf
	SLTA
	Kulon Progo, 30-04-1962
	19/KPTS/141/19
90

	9.
	Yuli Setiyawati,S.Kom
	Staf
	S1
	Jakarta, 23-07-1985
	SK Kades No. 36 Tahun 2018

	10.
	Jemadi
	Dukuh Gn.Kukusan
	SLTA
	Kulon Progo, 20-03-1964
	03/KPTS/141/19
94

	11.
	Setiyo
	Dukuh	Gn. Rego
	SMA
	Kulon Progo, 01-09-1991
	SK Kades No. 81 Tahun 2019

	12.
	Puji	Fatmawati, A.Md,Akt
	Dukuh Ngaseman
	D3
	Kulon Progo, 08-08-1992
	SK Kades No. 105 Tahun 2017

	13.
	Supardi
	Dukuh Sambeng
	SLTA
	Kulon Progo, 15-10-1976
	SK Kades No. 19 Tahun 2012

	14.
	Fauzan
	Dukuh Tejogan
	SLTA
	Kulon Progo, 25-12-1979
	SK Kades No. 21 Tahun 2008

	15.
	Sakiyan
	Dukuh Sangkrek
	SLTA
	Kulon Progo, 17-07-1965
	SK Kades No. 24 Tahun 2010

	16.
	Fahrudin
	Dukuh	Selo Barat
	STM
	Kulon Progo, 16-2-1978
	SK Kades No. 35 Tahun 2016

	17.
	R.Nur Hudayanto
	Dukuh	Selo Timur
	SLTP
	Kulon Progo, 14-10-1969
	SK Kades No. 6 Tahun 2008

	18.
	Tata Sabila Rasyad
	Dukuh Pandu
	SMA
	Kulon Progo, 13-05-2001
	SK Lurah No. 58 Tahun 2022

	19.
	Saifudin
	Dukuh Anjir
	SLTA
	Kulon Progo, 10-07-1977
	SK Kades No. 22 Tahun 2008

	20.
	Setya Hariyanta
	Dukuh Kliripan
	SLTA
	Kulon Progo, 01-06-1971
	SK Kades No. 5 Tahun 2008

	21.
	Widhi
	Dukuh
	D3
	Jombang,
	SK Lurah No. 57



	
No.
	
Nama Lengkap
	
Jabatan
	
Pendi dikan
	Tempat Tanggal Lahir
	Surat Pengangkatan Nomor

	
	Kurniastuti, A.Md.KL.
	Penggung
	
	03-12-1993
	Tahun 2022

	22.
	Rusidi
	Dukuh Krengseng
	SLTP
	Kulon Progo, 13-02-1970
	09/KPTS/PEM/2
002

	23.
	Ahmad Safrudin
	Dukuh Sindon
	SLTA
	Kulon Progo, 18-01-1977
	SK Kades No. 23 Tahun 2010

	


24.
	Agustina Vivin Wulandari (s.d 27
September 2023)
	Dukuh Ngulakan
	
SLTA
	Kulon Progo, 05-08-1992
	SK Kades No. 104 Tahun 2017

	
	Ulin Nuha (TMT 20 Desember
2023)
	
	
SLTA
	Kulon Progo, 27-04-2000
	SK Lurah No. 87 Tahun 2023

	25.
	Novi Nurhasanah,S.E.
	Dukuh Kriyan
	S1
	Kebumen, 17-03-1996
	SK Lurah No. 56 Tahun 2022



Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pengisian pamong formasi dukuh Ngulakan dan telah dilaksanakan pengambilan Sumpah/ Janji jabatan pada tanggal 20 Desember 2023.

B. Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo

Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 129/A/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan se- Kabupaten Kulon Progo Masa jabatan Tahun 2020-2025

	No
	Nama
	Jabatan
	Tempat Dan Tanggal
Lahir
	Pekerjaan
	Alamat

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Koesdiono
	Ketua
	Banyumas
,1
Desember 1960
	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS
	Sangkrek Rt 51 Rw
13
Hargorejo Kokap Kp

	2
	Sri Widada,SIP,MM
	Wakil Ketua
	Palembang
, 1
Februari 1969
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	Penggung Rt 74 Rw
21
Hargorejo
, Kokap, KP

	3
	Ari Kiswanto,A.Md
	Sekretaris
	Kulon Progo,13 November 1975
	Wiraswasta
	Gunung Rego Rt 17 Rw
05,
Hargorejo

	4
	Sugiyanto, S.Pd.SD
	Ketua Bidang Penyelengga raan Pemerintah an Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarak
atan
	Kulon Progo,07 Oktober 1980
	Karyawan honorer
	Pandu Rt 83 Rw 24
Hargorejo Kokap KP

	5
	Drs. Suyatno
	Ketua Bidang Pembangun an dan Pemberdaya an
Masyarakat
	Kulon Progo,8 Maret 1958
	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	Selo Timur Rt 61 Rw
17,
Hargorej0
,
Kokap,KP



	No
	Nama
	Jabatan
	Tempat Dan
Tanggal Lahir
	Pekerjaan
	Alamat

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Widianto, A Md
	Anggota Bidang Penyelengga raan Pemerintah an Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarak atan
	Kulon Progo,4 Januari 1980
	Wiraswasta
	Ngulakan Rt 110
Rw 32
,Hargorej o,Kokap, KP

	7
	Denik Srileksonowati
	Anggota Bidang Pembangun an dan Pemberdaya an Masyarakat
	Kulon Progo,17 Februari 1976
	Wiraswasta
	Ngasema n Rt 25
Rw 07,
Hargorejo
,
Kokap,KP

	8
	Hendro Kurniawan
	Anggota Bidang Penyelengga raan Pemerintah an Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarak atan
	Kulon Progo,24 Mei 1990
	Wiraswasta
	Sindon Rt 105
Rw 30
Hargorejo Kokap, KP

	9
	Kadir
	Anggota Bidang Pembangun an dan Pemberdaya an Masyarakat
	Kulon Progo,14 April 1971
	Petani/ Pekebun
	Gunung Rego Rt 20 Rw 05
Hargorejo Kokap KP



Seiring pencalonan Lurah dan dengan pengunduran diri ketua, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 213/A/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Koesdiono dari Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan

Tahun 2020-2026 dan ditetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 214/A/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pengesahan Peresmian Saudara Sadiman sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2020-2026.
Yang kemudian ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo tanggal 19 Juli 2021 dengan susunan personalia sebagai berikut:
	No
	Nama
	Jabatan
	Tempat Dan Tanggal Lahir
	Pekerjaan
	Alamat

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Sri Widada,SIP,MM
	Ketua
	Palembang, 1 Februari
1969
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	Penggung Rt 74 Rw
21
Hargorejo, Kokap, KP

	2
	Drs. Suyatno
	Wakil Ketua
	Kulon Progo,8 Maret 1958
	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	Selo Timur Rt 61 Rw 17,
Hargorej0, Kokap,KP

	3
	Ari Kiswanto,A.Md
	Sekretaris
	Kulon Progo,13 November
1975
	Wiraswasta
	Gunung Rego Rt 17 Rw 05,
Hargorejo

	4
	Sugiyanto, S.Pd.SD
	Ketua Bidang Penyelenggara an Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakat an
	Kulon Progo,07 Oktober 1980
	Karyawan honorer
	Pandu Rt 83 Rw 24
Hargorejo Kokap KP



	No
	Nama
	Jabatan
	Tempat Dan Tanggal Lahir
	Pekerjaan
	Alamat

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Widianto, A Md
	Anggota Bidang Penyelenggara an Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakat an
	Kulon Progo,4 Januari 1980
	Wiraswasta
	Ngulakan Rt 110 Rw
32
,Hargorejo
,Kokap, KP

	6
	Hendro Kurniawan
	Anggota Bidang Penyelenggara an Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakat an
	Kulon Progo,24 Mei 1990
	Wiraswasta
	Sindon Rt 105 Rw 30
Hargorejo Kokap, KP

	7
	Kadir
	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Kulon Progo,14 April 1971
	Petani/ Pekebun
	Gunung Rego Rt 20 Rw 05
Hargorejo Kokap KP

	8
	Denik Srileksonowati
	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Kulon Progo,17 Februari 1976
	Wiraswasta
	Ngaseman Rt 25 Rw
07,
Hargorejo, Kokap,KP



	No
	Nama
	Jabatan
	Tempat Dan Tanggal Lahir
	Pekerjaan
	Alamat

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	Sadiman
	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Kulon Progo, 15
Juli 1957
	Pensiunan
	Gunung Kukusan, Rt 5 Rw 2,
Hargorejo, Kokap, KP



BAB.  II	KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN

Pemerintah Kalurahan dalam hal ini Lurah Hargorejo dan pamong dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan memiliki kebijakan yang terangkum dalam Visi dan Misi Lurah definitif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

A. Visi.
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.
Visi – Misi Kalurahan Hargorejo disamping merupakan Visi – Misi Calon Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat kalurahan dimana proses pembangunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan dan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Untuk mencapai keinginan bersama masyarakat maka Pemerintah Kalurahan Hargorejo mempunyai Visi sebagai berikut :
“Membangun Kalurahan Hargorejo Dengan Kebersamaan Untuk Melanjutkan Program Dan Percepatan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Sejahtera”.

B. Misi
Misi Kalurahan Hargorejo merupakan penjabaran yang lebih operasional dari pada visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka disusunlah misi untuk mencapai visi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, ketrampilan, dan pembinaan keagamaan.
2. Membangun infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian.
3. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kebersamaan masyarakat, Kelembagaan dan Pemerintahan Kalurahan untuk mendukung tercapainya kemajuan Kalurahan Hargorejo.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat.
6. Optimalisasi pengolaan potensi Kalurahan Hargorejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).
7. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya kearipan lokal serta pariwisata.

C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan)
Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi kalurahan sehingga masyarakat akan lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Agar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kalurahan, maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak antara legislatif dan eksekutif. Arah kebijakan umum pembangunan kalurahan yang mengandung arti sebagai operasional dari visi dan agenda pembangunan untuk jangka waktu tertentu dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Permasalahan kalurahan yang mendesak dan harus segera diatasi.
b) Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal.
c) Kemampuan kalurahan khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2020, serta dengan adanya Lurah Definitif juga telah disesuaikan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2027 yang lebih konkrit dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
Arah Kebijakan Umum Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2022-2027 secara umum adalah untuk dapat mendorong dan mengembangkan potensi kalurahan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun arah kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

D. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan antara lain sebagai berikut:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Penyediaan	Penghasilan	Tetap	dan	Tunjangan Kepala Desa;
2) Penyediaan	Penghasilan	Tetap	dan	Tunjangan Perangkat Desa;
3) Penyediaan	Jaminan	Sosial	Kepala	Desa	dan Perangkat Desa;
4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
5) Penyediaan Tunjangan BPD;
6) Penyediaan Operasional BPD;
7) Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
8) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
9) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
10) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll);
11) Pemutakhiran Profil Desa;
12) Pengelolaan adminstrasi dan kearsipan pemerintah desa;

13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes;
14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa);
15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes dan lain-lain);
16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait); Pengembangan Sistem Informasi Desa;
17) Pengelolaan/	Administrasi/	Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
18) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
19) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat;
20) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
21) Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa;
22) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
23) Mediasi Konflik Pertanahan.


2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
2) Pembangunan Gedung PAUD;
3) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
4) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi;

5) Penyelenggaraan	Pos	KesehatanDesa	(PKD)/ Polindes Milik Desa;
6) Penyelenggaraan Posyandu;
7) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
8) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
9) Pembangunan/	Rehabilitasi/	Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa;
10) Pembangunan/	Rehabilitasi/	Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman;
11) Pembangunan/	Rehabilitasi/	Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
12) Pembangunan/	Rehabilitasi/	Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
13) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
14) Pengembangan Pariwisata Milik Desa.


3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (satlinmas Desa);
2) Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
3) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;
4) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
5) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagaamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kpemudaan/ klub Olah raga;

7) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD;
8) Pembinaan PKK; dan
9) Pelatihan	Pembinaan	Lembaga Kemasyarakatan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat;
2) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan	Teknologi	Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan;
4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
5) Pelatihan/	Penyuluhan	Pemberdayaan Perempuan;
6) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
7) Pembentukan BUM Desa (Pengisian Direktur); dan
8) Pembentukan/	Fasilitasi/	Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, ndustri rumah tangga, dll.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa
1) Penanggulangan Bencana; dan
2) Keadaan Mendesak

BAB. III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan perundangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan yang memprioritaskan terhadap kebutuhan riil masyarakat di bidang	penyelenggaraan	pemerintah,	pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan.		Dimana dalam APB Kalurahan memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Menindaklanjuti adanya Penyesuaian Pagu Dana Desa Tahun 2023, prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan   Tahun   Anggaran   2023   telah   dilakukan

penyesuaian melalui perubahan pagu dalam satu tahun anggaran telah dilaksanakan perubahan ketiga yang ditetapkan dalam peraturan kalurahan yang dijabarkan dalam peraturan lurah.
Seperti tahun sebelumnya, di tahun 2023 telah dilaksanakan pengadministrasian keuangan Kalurahan dengan aplikasi Siskeudes.
Berikut kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:	Anggaran (Rp)
	1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Jumlah Belanja Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan


Selisih Pembiayaan ( a – b )
	3.299.987.124,00


1.416.702.936,00
1.320.546.920,00
295.670.519,00
151.058.880,00


180.928.681,00


3.364.907.936,00


 (64.920.812,00)



72.896.028,00
0


72.896.028,00



Adapun realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:	Anggaran (Rp)
	1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Jumlah Belanja Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan


Selisih Pembiayaan ( a – b )
	3.266.744.139,00

1.340.816.082,00
1.291.645.620,00
265.514.375,00
140.088.100,00


173.600.000,00


3.211.664.177,00


 55.079.962,00



72.896.028,00
0


72.896.028,00



BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Realisasi Kegiatan Bidang Pemerintahan Kalurahan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri dari 5 sub bidang yang dituangkan dalam 23 rencana program kegiatan dan teranggarkan 22 rencana program kegiatan, terlaksana dengan prosentase 95% dan tidak terlaksana 5%.
Perencanaan dalam penganggaran berdasarkan SHBJ sedang dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga pasar dan pengoptimalan penggunaan waktu sehingga muncul efisiensi anggaran yang menimbulkan terdapat sisa lebih pagu anggaran.

B. Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan terdiri dari 6 sub bidang yang dituangkan dalam 15 rencana program kegiatan teranggarkan 14 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 99% dan tidak terlaksana 1%. Permasalahan di bidang pembangunan adalah kesiapan warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal pada kalender musim tertentu yaitu pada bulan puasa, musim panen, dan musim penghujan.	Kegiatan infrastruktur	yang	bersifat	baru,	bukan	lanjutan	juga membutuhkan swadaya dari masyarakat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembangunan.

C. Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari 4 sub	bidang	yang	dalam	10	rencana	program	kegiatan teranggarkan 9 program kegiatan dan terlaksana dengan prosentase 90% dan tidak terlaksana 10%.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kelembagaan yang tidak berjalan serta sumber anggaran yang tidak pasti sehingga harus menanti penyaluran pendapatan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

D. Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari 6 sub bidang yang dituangkan dan teranggarkan 9 program kegiatan, terlaksana dengan prosentase 93% dan tidak terlaksana 7%.
Sasaran kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat ini adalah kelompok dan atau kelembagaan. Peserta kegiatan cukup antusias melaksanakan program. Namun membutuhkan keberlanjutan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi sasaran kegiatan.

E. Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa maka kewenangan lokal skala Kalurahan terkait hal tersebut mempunyai pos tersendiri yang dibagi dalam sub bidang dan sesuai kebutuhan desa.
Mendasar pada hasil musyawarah Kalurahan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan disepakati digunakan untuk Sub Bidang Keadaan Darurat sebagaimana amanat Paraturan Bersama Lurah Hargomulyo, Lurah Hargorejo, Lurah Hargowilis, Lurah Kalirejo dan Lurah Hargotirto tentang Pendirian BUM Desa Bersama yang dgunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan rumah tangga miskin yang  bersifat  insidental  dan Sub

Bidang Keadaan Mendesak berupa BLT maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan jumlah sasaran KPM sejumlah 48 dan diterimakan pada awal bulan triwulan selama 1 tahun anggaran dan disalurkan melalui BUM Desa.

F. Pelaksanaan Tugas Lainnya (tugas-tugas yang diserahkan/dilimpahkan dan/atau dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten)
Program maupun kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dikerjakan/dilaksanakan di wilayah Kalurahan Hargorejo sebagai berikut:
1) Pembangunan sarana dan prasarana utilitas (PSU) di Padukuhan Anjir, Kriyan dan Selo Barat;
2) Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di KWT Makarti Sambeng dan KWT Ngudi Rejeki Krengseng;
3) Bantuan Hibah Alsintan di KT Maju Sangkrek;
4) Bantuan Hibah Prasarana Pemasaran Hasil Usaha Pertanian di KWT Lestari Gunung Kukusan;
5) Bantuan Hibah Benih/Bibit Pertanian di KT Nyadhong Boga Selo Barat;
6) Bantuan hibah pupuk organik di KWT Kebonku Penggung;
7) Fasilitasi Pengembangan Padi Lokal Menor di KT Maju Kriyan;
8) Program Hibah Benih/bibit Perternakan di Padukuhan Sambeng;
9) Program Kawasan Menoreh di KTH Wonodadi Sambeng;
10) Pelapisan ulang Jalan Lokal primer 1 Ruas Kokap-Kalirejo (1.08.02.0005) di Padukuhan Gunung Kukusan;
11) Rehabilitasi Drainase Kriyan di Padukuhan Kriyan;

12) Pembangunan Jalan Permukiman (Padat Karya BKK) di Padukuhan Sindon dan Tejogan;
13) Pembangunan Jalan Permukiman (Padat Karya Hibah kepada LPMK) di Padukuhan Kliripan dan Ngulakan;
14) Bantuan penambahan jaringan listrik di PAdukuhan Anjir;
15) LPJU di Padukuhan Sindon dan Kriyan;
16) Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Padukuhan Sindon, Sangkrek, Selo Barat dan Kriyan;
17) Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Padukuhan Sangkrek;
18) Restocking Perairan Umum (Penebaran benih ikan (Tawe, wader, Udang galah) di Padukuhan Anjir dan Selo Timur;
19) Rehabilitasi Tempat Ibadah di Masjid Miftahul Huda Sambeng;
20) Droping air bersih di Padukuhan Sangkrek;
21) Bantuan sosial yatim piatu sejumlah 3 anak;
22) Bantuan sosial sambungan listrik sebanyak 16 rumah tangga sasaran;
23) Bantuan sosial beras sebanyak 1.189 keluarga penerima manfaat;
24) Bantuan sosial Beras CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) sebanyak 1.229 keluarga penerima manfaat;
25) Sembako APBD sejumlah 115 keluarga penerima manfaat;
26) Bantuan balita terlantar sebanyak 3 orang;
27) Bantuan Difabel Ekonomi Produktif 2 orang; dan
28) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 740 keluarga penerima manfaat;
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BAB. V
PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah
Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan
dan kami menyadari Laporan ini masih jauh dari sempurna, hal ini
merupakan keterbatasan kemampuan yang kami miliki dalam
penyusunan laporan, namun tetap mengacu pada Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Untuk itu kami mengharap saran dan masukan dari semua pihak
yang sifatnya membangun untuk perbaikan sistem pelaporan ke depan
yang lebih baik.

Dengan Laporan ini semoga Pemerintahan Kalurahan Hargorejo
dapat melaksanakan Program Pemerintah dalam mengatasi
permasalahan dan kesulitan serta pengentasan kemiskinan untuk
selanjutnya dan mampu membangun Kalurahan dengan semangat
kebersamaan demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta
nanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak sehingga

pe
kehidupan masyarakat Kalurahan lebih maju dan sejahtera.

'Hargorejo, 26 Januari 2024
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